BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 79 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI
KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan
kebijakan sumber daya alam, sub kegiatan Koordinasi,
Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Pertambangan dan
Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 serta tertib
administrasi pada Bagian Perekonomian dan Administrasi
kegiatan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Tabalong, sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi,
Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan,
Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah
Pertambangan (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun
2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5110);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang
Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor
02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2020 Nomor 07);
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14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2021
dengan susunan keanggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas

sebagai berikut:

a. menerima dan menginventarisir informasi yang berhubungan dengan
kebijakan Pemerintah Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup
yang berdampak pada masyarakat;

b. meneliti dan mengumpulkan data terkait dengan kebijakan
Pertambangan dan Lingkungan Hidup;

c. melaksanakan koordinasi dengan Instansi/Dinas terkait kebijakan
Pemerintah Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup;

d. menyiapkan bahan penjelasan kepada masyarakat tentang kebijakan
Pemerintah Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan

e. memberikan saran tindak dan laporan kepada Bupati Tabalong
tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan
Pertambangan dan Lingkungan Hidup.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal oed4AnL 202/
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Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Anggota Tim yang bersangkutan
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SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EALUASI
KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO. JABATAN DALAM JABATAN DALAM KET
DINAS TIM
1. | Bupati Tabalong Pembina
2. | Wakil Bupati Tabalong Ketua
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Sekretaris
4. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Anggota
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
5. | Kepala Bagian Perekonomian dan Anggota
Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Tabalong
6. | Kepala Subbagian Sumber Daya Alam pada Anggota
Bagian Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong
7. | Penelaah Data Sumer Daya Alam pada Anggota
Bagian Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong

“f BUPATI TABALONG, .}

NI

ANG SYAKHFIANT 4%

-\



